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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK::

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan
Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU
Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008; Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas
Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan
DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis SPIP yang digunakan sebagai acuan bagi pejabat/pimpinan
yang berwenang dalam penyelenggaraan SPIP dan digunakan sebagai panduan bagi
Inspektorat yang merupakan APIP dalam melakukan pengawasan intern dan penilaian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Mei 2014.



